Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara - Kejari Bone Ungkap Skandal
Korupsi Dana Desa Kades Jompie, Negara Rugi Rp500 Juta

PIDANA KHUSUS

Sumber gambar:
https://makassar.tribunnews.com/2024/11/04/kejari-bone-ungkap-skandal-korupsi-dana-
desa-mantan-kades-jompie-negara-rugi-rp500-juta

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone mengungkap kasus korupsi dana desa yang
melibatkan mantan Kepala Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Total

kerugian sementara diperkirakan mencapai Rp500 juta.

Kasi Pidsus Kejari Bone Heru Rustanto mengonfirmasi kepada tribun-timur.com pada
Senin (4/11/2024) bahwa mantan Kades Jompie, AF, terlibat dalam penggelapan dana
desa. "Estimasi kerugian mencapai Rp500 juta," ujarnya. Pihak kejaksaan belum dapat
memastikan total kerugian negara dari kasus ini. "Kami masih menunggu perhitungan dari

Inspektorat Bone sebelum menetapkan tersangka," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penyelidikan telah meningkat ke tahap sidik sejak 1 Oktober
2024. Sebelumnya, oknum Kades Jompie, AF, telah resmi dilaporkan ke Kejari Bone terkait

dugaan tindak pidana korupsi dana desa.

Laporan dari Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Umat (Lampu)
diterima oleh Kejari pada Rabu (17/04/2024) dengan nomor laporan 021/LP-BONE/I11/2024.
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Ketua Lampu Kabupaten Bone, Supriadi, mengatakan laporan tersebut mencakup
enam proyek pembangunan fisik tahun anggaran 2023 yang diduga bermasalah. "Kami

berharap ada tindak lanjut segera dari Kejaksaan," ungkapnya.

Sementara dalam sumber yang berbeda, disebutkan juga, Laporan dari Lembaga
Advokasi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Umat (Lampu) diterima oleh Kejari pada Rabu
(17/04/2024) dengan nomor laporan 021/LP-BONE/II1/2024. Ketua Lampu Kabupaten Bone,
Supriadi, mengatakan laporan tersebut mencakup enam proyek pembangunan fisik tahun

anggaran 2023 yang diduga bermasalah.

Kami berharap ada tindak lanjut segera dari Kejaksaan," ungkapnya. Tim investigasi
Lampu menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran dalam beberapa item, termasuk:-
Perintisan jalan tani di Dusun Lapatena: Volume 2000 meter dengan anggaran Rp141.347.000,
Perintisan jalan di Dusun Jompie, Volume 1000 meter dengan anggaran Rp63.180.000, yang
diduga fiktif, Pembangunan paving blok dan talud di Dusun Jompie: Volume 285 meter dengan
anggaran Rp171.308.600, juga diduga tidak ada bangunan fisik.

Selain proyek fisik, terdapat dugaan pelanggaran dalam distribusi Bantuan Langsung
Tunai (BLT) selama tiga bulan yang tidak disalurkan kepada masyarakat. Juga dilaporkan
adanya permainan pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), di mana Ketua BPD merangkap
sebagai Ketua Bumdes dengan pengelolaan dana Rp150.000.000.Laporan diserahkan langsung
Ketua Lampu Bone kepada staf Kejari, Andi Sri Juliana, untuk diproses di Seksi Pidana
Khusus.

Sumber Berita:

1. https://makassar.tribunnews.com/2024/11/04/kejari-bone-ungkap-skandal-korupsi-
dana-desa-mantan-kades-jompie-negara-rugi-rp500-juta, 4 November 2024.

2. https://www.mediaduta.id/2024/11/skandal-korupsi-dana-desa-kades-jompie.html, 5
November 2024.

Catatan Berita:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
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yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang menrgikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

3. PUTUSAN Nomor 003/PUU-I1V/2006 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2
ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang
berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,
namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa
keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan
tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
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mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. PUTUSAN Nomor 25/PUU-XV/2016 menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2
ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1)
yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 605 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori
IIT dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya
pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewaj ibannya; atau b. memberi sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan
sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan
dalam jabatannya

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2)
yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau
huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
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Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 605 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana
denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka
22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
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